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RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji konsep dasar
intelijen kepolisian serta urgensi pembaruan regulasi hukum dalam menghadapi
kejahatan terorganisir transnasional di Indonesia. Dalam era globalisasi, kejahatan
lintas negara telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan
nasional. Kejahatan seperti perdagangan manusia, narkotika, kejahatan siber, dan
pencucian uang, dilakukan secara sistematis oleh jaringan kriminal internasional
yang memanfaatkan teknologi dan kelemahan regulasi hukum nasional.

Intelijen kepolisian merupakan fungsi strategis yang dijalankan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendeteksi dan mencegah
potensi gangguan keamanan, khususnya dalam bentuk kejahatan lintas negara.
Fungsi intelijen dilakukan melalui tiga kegiatan utama: penyelidikan,
pengamanan, dan penggalangan. Dalam kerangka sistem hukum nasional,
kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara historis, fungsi intelijen di Indonesia telah mengalami evolusi sejak
era kolonial Hindia Belanda, masa kemerdekaan, Orde Lama, hingga Orde Baru.
Di masa kolonial, intelijen digunakan sebagai alat pengawasan terhadap gerakan
nasionalis. Di masa Orde Baru, intelijen berperan besar dalam menjaga stabilitas
politik melalui kerja sama dengan militer, namun sering dikritik karena
pendekatan represifnya. Pasca-reformasi 1998, peran intelijen diarahkan kembali
untuk melindungi hak warga negara dan menegakkan hukum secara profesional,
selaras dengan prinsip negara demokrasi.

Namun, regulasi hukum terkait fungsi intelijen kepolisian dinilai masih
belum optimal. Salah satu regulasi yang disoroti adalah Peraturan Kepala Badan
Intelijen Keamanan Polri Nomor 2 Tahun 2013. Pasal 5 huruf d dalam peraturan

tersebut menyebutkan bahwa sasaran pengamanan adalah “masyarakat”, namun



tidak menjelaskan secara spesifik cakupan, mekanisme, dan wewenang intelijen
dalam menghadapi kejahatan terorganisir lintas negara. Kekaburan hukum ini
menimbulkan hambatan dalam implementasi tugas intelijen secara efektif dan
akuntabel.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif melalui analisis
peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengkaji prinsip
dan teori hukum, khususnya teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan
penegakan hukum internasional. Teori-teori tersebut digunakan untuk
menunjukkan bahwa regulasi hukum harus mampu melindungi hak masyarakat,
memberikan kepastian dalam pelaksanaan fungsi intelijen, serta mengakomodasi
kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas yurisdiksi.

Penelitian ini menemukan bahwa kejahatan terorganisir transnasional tidak
dapat ditangani secara konvensional. Polri membutuhkan regulasi yang tegas dan
komprehensif, yang mendukung koordinasi lintas sektor, penggunaan teknologi
intelijen, serta mekanisme pertukaran data internasional. Dalam konteks hukum
internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan
Terorganisir Transnasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.
Namun, harmonisasi antara konvensi tersebut dengan regulasi nasional belum
berjalan maksimal.

Kelemahan utama yang diidentifikasi adalah tidak adanya pengaturan yang
jelas mengenai batasan operasional intelijen dalam menghadapi pelaku kejahatan
asing, mekanisme ekstradisi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam
pelaksanaan operasi intelijen. Padahal, penegakan hukum yang berbasis intelijen
membutuhkan legalitas yang kuat untuk menghindari tindakan di luar hukum serta
menjamin kepercayaan publik.

Penulis merekomendasikan reformulasi regulasi intelijen kepolisian
dengan pendekatan hukum progresif yang mencakup perincian tentang strategi
deteksi dini, perlindungan data, prosedur penggalangan, serta kerja sama
internasional. Selain itu, penting adanya peningkatan kapasitas aparat intelijen
dalam penggunaan teknologi informasi dan analisis data besar (big data), agar

mampu mengantisipasi pola kejahatan modern.



Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi intelijen kepolisian dalam
menangani kejahatan terorganisir transnasional memerlukan kebijakan hukum
yang jelas, spesifik, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Regulasi yang
kuat dan harmonis dengan hukum internasional akan memperkuat peran Polri
dalam melindungi kedaulatan negara dan menjamin rasa aman bagi masyarakat.



WIRANDY, MUHAMMAD ABRORI. 2025. “Optimalisasi Fungsi Intelijen
Kepolisian ~ Dalam Penanganan Kejahatan  Terorganisir
Transnasional”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kata Kunci : : Intelijen Kepolisian, Kejahatan Terorganisir Transnasional ,
Pembaruan Regulasi

Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman serius bagi stabilitas
nasional Indonesia, yang memerlukan peran strategis intelijen kepolisian dalam
mendeteksi dan menangani jaringan kejahatan lintas negara. Namun, regulasi yang
ada masih bersifat umum dan belum optimal, sehingga menyulitkan pelaksanaan
fungsi intelijen secara efektif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa
kelemahan dalam pengaturan, khususnya dalam Perkabik No. 2 Tahun 2013,
menjadi hambatan dalam penguatan peran intelijen kepolisian. Hasil kajian
menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan
teknologi dan mendukung kerja sama internasional guna memperkuat upaya
pencegahan dan penindakan kejahatan lintas batas. Kesimpulannya, optimalisasi
fungsi intelijen kepolisian harus diwujudkan melalui reformasi regulasi yang lebih
spesifik, adaptif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan kejahatan
transnasional secara efektif dan akuntabel.
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Intelligence in Combating Transnational Organized Crime”. Master of
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ABSTRACT

Keywords: Police Intelligence, Transnational Organized Crime, Regulatory
Reform.

Transnational organized crime poses a serious threat to Indonesia’s national
stability, requiring a strategic role of police intelligence in detecting and
addressing cross-border criminal networks. However, existing regulations remain
general and suboptimal, hindering the effective implementation of intelligence
functions. Using normative legal research with statutory and conceptual
approaches, this study finds that regulatory weaknesses, particularly in Indonesian
Police Intelligence Regulation No. 2 of 2013, create obstacles in strengthening the
role of police intelligence. The findings emphasize the urgent need for regulatory
reform that is adaptive to technological developments and supportive of
international cooperation to enhance prevention and law enforcement efforts
against cross-border crimes. In conclusion, optimizing police intelligence functions
must be achieved through regulatory reforms that are specific, adaptive, and
collaborative in order to effectively and accountably address the dynamics of
transnational organized crime.
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